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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRT HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

-

—

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT Tu4AN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragini
Hulu bersama Bupali Indragiri Hulu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubemur Riau Nomor KPTS.
799/1V/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragir
Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran
2010;

bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 fidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2010.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoriom
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten
Tingkat Il dan Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3312)  sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nemor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 flentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anlara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kefiga Ala
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler da
Keuangan  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ltentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indoensia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinteh Daerah Provinsi dan Pemerintahan



Menetapkan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tenlang Pedoman Pelaksanaan

AN.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2003 Nomar 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; g

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peduma;ﬁ

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

34. Peraluran Daerah Kabupaten Indragii Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19).

Jengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan
BUPA 1 INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah ....... .......cooiiiiiiininnn Rp 723.429.101.733,18
2. BelanjaDaerah ..............cccooonvisnviinnon. RP 657.485.117.075,07
Surplus/(Defisit) Rp.  65.943.984.658,11

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan ... Rp. 16483.845.05027
b. Pengelvaran ......... Rp. 82427.829.708,38
Pembiayaan Netto Rp. (65.943.984.658,11)



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah ................. Rp.  19.816.920.572,00
b. Dana Perimbangan, sejumlah ... Rp. 644.785.125.830,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah Rp.  58.827.055.331,18

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah, sejumian ... ..o Rp. 2.435.000.000,00
b. Retribusi Daerah, sejumlah .............ccccocceeen. RP. 8.995.522.736,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, sejumlah ............ccooovinmininiennnnns Rp. 2.901.197.836,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

1 SAp— v RP. 5.485.200.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagalmana mmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:

a. DanaBagiHasil, sejumlah ...................oooieeee Rp. 410.290.762.830,00
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah ...........c.ccoceeees Rp. 220.101.763.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus, sejumlah ................. Rp.  14.392.600.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah, sejumlah ..o RPL 0,00
b. DanaDarurat, sejumlah ' ......c..ccormurmmrinseenns R 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah ... Rp.  34.027.055.331,18
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,

0 . | P ——. Rp.  24.800.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah ............ Rp. 0,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah .................. Rp. 436.520.921.222,34
b. Belanja Langsung, sejumlah .............cocoiine Rp. 220.964.195.852,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah ... Rp. 364.532.914.779,43
b. Belanja Bunga, sejumlah ............cccoceen. RP 0,00
¢. Belanja Subsidi, sejumlah ................cccceceies RP 0,00
d. Belanja Hibah, sejumlah .........ccocouocvcnn. Rp. 20.796.232.426,00
e. Belanja Banluan Sosial, sejumlah .................. Rp.  24.066.774.01691
f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah ..o Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah ............ Rp.  26.125.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah .................... Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah .........c..ccooovereeens Rp.  60.554.281.000,00
b. BelanjaBarang dan Jasa, sejumlah .............. Rp.  97.387.107.42500
c. Belanja Modal, sejumlah ...............cccococeene. Rp. 63.032.807.427,73



Pasal 4 -

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan, sejumlah ...........cc.cccoosievienee. R, 16.483.845.050,27
b. Pengeluaran, sejumlah ..o Rp.  82427.829.708,38

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA), sejumlah ........ Rp.  16.483.845.050,27
b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah .............. Rp. 0,00
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, sejumlah .............cccocooniiiniinnn, Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah _......... Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberan Pin;‘aman

sejumlah ............. SN 1 3 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejum!ah ........... . Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} huruf b terdiri dar jenis
pembiayaan: '

a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumiah ......... Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah ............. st BB 0,00
C. Pembayaran F'uknk Utang %jumlah ............... Rp.  82.427.829.708,38
d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah ........... Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran | : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran Il : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran Il : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4, lLampiran IV : Rekapilulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

7. Lampiran VI : Daflar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIl : Daftar Penyertaan Modal {Investasi) Daerah;

9. Lampiran |X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran  XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Ini;

12. Lampiran XIl : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran Xl : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupali Indragiri Huly menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai Landasan
Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
I -aturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Aydr setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 12 April 2010

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H. MUJTAHID THALIB
Diundangkan di Rengat
Pada tanggal 12 April 2010
Pll. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. ANDI ISMED A. WAHAB, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560504 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2010 NOMOR 1
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